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ABSTRAK

RIFAL ALAMRI. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018 di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2018 di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakatnya. Dibimbing oleh Darmawaty Abdul Rajak, S.IP, M.AP selaku pembimbing I dan Sandi Prahara sebagai Pembimbing II.

Tujuan dari Penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2018 di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

Adapun metode Penelitian yang digunakan adalah empiris kualitatif yang menggunakan informan adalah Camat Gentuma Raya, Penyelenggara Pilkada, Tokoh Politik, Anggota Legislatif, Tokoh Masyarakat, Simpatisan Partai yang berjumlah 5 (lima) orang dengan data pembantu lainnya dari lembaga KPU dan Bawaslu, teknik wawancara digunakan Depth Interview yang sebelumnya dilakukan pra observasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya digunakan dengan menggunakan indikator suka rela, secara langsung dan tidak langsung. Dari ketiga indikator tersebut juga dirangkaikan dengan polarisasi internal atau eksternal. Olehnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya sudah baik karena telah mencapai 90% lebih dan masyarakatnya terkategori sebagai pemilih yang secara langsung terlibat, akan tetapi faktor yang menghambat adalah potensi money politic yang terjadi sehingga membuat kemurnian partisipatif terpinggirkan.

Kata Kunci : Partisipasi , Politik, Masyarakat.

ABSTRACT

RIFAL ALAMRI. Community Political Participation in the 2018 Pilkada in Gentuma Raya District, North Gorontalo Regency. The problem in this study is how the level of community political participation in the 2018 Pilkada in Gentuma Raya District, North Gorontalo Regency and what factors influence the political participation of the people. Supervised by Darmawaty Abdul Rajak, S.IP, M.AP as supervisor I and Sandi Prahara as Advisor II.

The purpose of this study is to determine the extent of political participation and the factors that affect the level of community political participation in the 2018 Regional Head Election in Gentuma Raya District, North Gorontalo District.

The research method used is qualitative empirical which uses informants are the Head of the Gentuma Raya Sub-district, Organizer of regional head elections, Political Figures, Legislative Members, Community Figures, Party Sympathizers, totaling 5 people with other assistant data from the KPU and Bawaslu institutions, interview techniques are used by the Department of Agriculture. Previous interviews were conducted with pre-observation and observation.

The results showed that the level of Community Political Participation in Gentuma Raya District was used using voluntary indicators, directly and indirectly. The three indicators are also linked with internal or external polarization. Therefore, the political participation of the community in Gentuma Raya District has been good because it has reached more than 90% and the people are categorized as voters who are directly involved, but the inhibiting factor is the potential for money politics that occurs so that participatory purity is marginalized.

Keywords: Participation, Politics, Society.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Konstruksi sosial pasca refromasi tahun 1998 ditandai dengan adanya desentralisasi yang benar-benar memberikan kewenangan daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Hal ini berimplikasi pada kondisi politik yang ada di setiap daerah di Indonesia, oleh karena sistem yang tergolong baru ini dipraktekkan dalam masa transisi yang cukup revolusioner. Salah satu kondisi politik yang terlihat adalah munculnya elit-elit baru lokal yang mencoba masuk dan mengikuti kontestasi politik lokal. Hal ini punya dampak yang positif maupun negatif. Namun, apapun sistem politik yang dibangun tetap mempunyai implikasi yang ganda, tergantung bagaimana kultur sosial merawat sistem tersebut.
Dalam melihat hal tersebut, memang akomodasi kekuasaan yang kini terbagi, harusnya sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena distribusi kekuasaan yang kini hinggap dalam struktur daerah yang otonom, diberikan kewenangan untuk dapat merumuskan sebuah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan irisan hubungan emosional antara rakyat dan Kepala Daerah sangat dekat terutama ketika masa-masa kampanye pencalonannya. Olehnya kemudian reaksi dari rakyat ketika terjadi sebuah isu yang timpang terkait dengan kebijakan sang elit jelas agresi kritiknya akan menembus langsung dengan cara-cara yang langsung pula. Walaupun kemudian beberapa kasus ketika ditelusuri ketimpangan akan kebijakan tersebut mandeg bukan pada pembuat kebijakan dalam hal ini sang elit tetapi pada pelaksana kebijakan tersebut yakni perangkat teknis seperti kepala badan maupun kepala dinas.
Tetapi kedekatan secara emosional antara rakyat dan pemimpinnya akan membuat ruang kritik tersebut langsung kepada kepala daerah (elit), hal ini dilain pihak akan membuat sebuah rantai kritik yang jelas-jelas menggangu stabilitas elektabilitas sang elit dalam jangka waktu yang Panjang. Apalagi ia akan mencalonkan untuk kedua kalinya, jelas akan membuat isu yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh pejabat teknis akan berpotensi pada alur mulus modal social sang elit.

Dalam konstruksi seperti ini, sirkulasi atas elektabilitas ditentukan oleh sikap sang elit dalam meredam dan membarikan solusi yang kongkrit atas persoalan social tersebut. Kondisi seperti ini akan menjadi bencana sekaligus nilai yang dapat dimanfaatkan oleh elit untuk kepentingan modal sosialnya. Dalam politik, hal yang paling menggerus elektabilitas sekalipun akan bisa diubah dengan inovasi berfikir menjadi income politik elektoral yang baru.

Dari sudut pandang partisipasi, langkah kuda elit politik dalam manuver kondisi sosial tersebut akan membuat masyarakat sebagai objek dalam memilih akan menentukan pilihan, tentunya dengan dukungan pencitraan yang masif melalui media. Tetapi energi yang berlebihan dari elit tidak selalu simetris dengan kondisi wilayah yang pada dasarnya mempunyai tingkat skeptic pada politik. Menurut Mandira dan Urbanus tiga faktor penyebab yang mengindikasikan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Penyebab yang pertama, kata Hurek di figur pemimpin yang direkomendasikan kurang dapat di hati pemilih. Penyebab berikutnya pemilih mulai bosan dengan proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat. ketiga, tambahnya, Pemilu dan Pilkada baik itu legislatif dan presiden tidak lagi dipandang oleh pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari. Begitu pula yang dikatakan Atang seorang ahli politik Universitas Muhammadiyah Kupang. Ia mengatakan faktor penyebab rendahnya partisipasi politik dalam setiap momentum pemilu karena adanya pemahaman bahwa memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban.
Secara Nasional Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis menyampaikan, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Jika dibandingkan 2014, peningkatan partisipasi hampir 10 persen. Ada peningkatan, partisipasi masyarakat di (Pemilu) 2019 ini 81persen meningkat dari Pilpres 2014 yang 70 persen, pileg 2014 yang 75 persen," tetapi angka kuantitatif tersebut tak mampu memperlihatkan apakah demokrasi telah berjalan dengan bersih dan jujur. Indikasi money politic menjadi salah satu skandal yang merusak proses demokrasi tersebut. Riset doktoral dari Burhanudin Muhtadi memperlihatkan data survei yang dikumpulkan setelah pemilu 2014, menemukan bahwa setidaknya 33% dari pemilih pernah ditawari suap. Hal ini berarti bahwa dari 187 juta total jumlah pemilih, hampir 62 juta orang menjadi target praktik jual beli suara. Angka ini menempatkan Indonesia di nomor ketiga negara-negara di dunia yang melakukan praktik jual beli suara, setelah Uganda dan Benin.
Dari beberapa contoh di atas seperti polarisasi elit dalam melihat isu politik, partisipasi, dan landasan dugaan politik uang yang merusak demokrasi, Penulis berniat melihat gejala -gejala tersebut pada kontestasi lokal pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2018 . Dalam hal ini poin partisipasi menjadi konsentrasi Penulis, di salah satu Kecamatan yakni Kecamatan Gentuma Raya yang merupakan wilayah yang dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) nya berjumlah 6.604. Secara umum, melalui sosialisasi yang komprehensif dari KPU Partisipasi Masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan pada Pilkada 2013 kemarin yang tingkat partisipasi pemilih hanya 80,90 persen, sementara pada tahun 2018 naik menjadi 86,48 persen.
Hal yang menarik dari konsentrasi Penulis, tentunya tidak hanya berhenti di angka kuantitatif tersebut. Penulis akan melihat latar belakang partisipasi yang dominan masyarakat khususnya di Kecamatan Gentuma Raya dalam melihat rekam jejak elit dan faktor pendukung yang ada di balik popularitas elit tersebut. Hal lain juga adalah, indikasi money politic yang menyeruak membuat alur partisipatif akan menjadi timpang ketika hal itu benar. Namun begitu seringkali sisi tanggung jawab pemimpin daerah yang terpilih kurang begitu disoroti sehingga seolah-olah setelah pilkada, proses demokrasi sudah dianggap usai. Padahal pesta demokrasi sejatinya tidak berhenti kepada titik pemilihan pemimpin saja tetapi lebih substantif mempertanyakan bentuk komitmen nyata pemimpin daerah yang terpilih untuk memenuhi hasrat mensejahterakan rakyat yang kerap kali diusung dalam janji kampanyenya. Inilah bentuk responsivitas yang acap kali menentukan dinamika pilkada berikutnya, yaitu petahana yang sukses menjalankan program-programnya dapat mendulang kemenangan dengan telak pada pilkada berikutnya. Olehnya menelusuri hal-hal tersebut, Penulis hendak melakukan penelitian yang komprehensif khususnya di Desa Gentuma Raya dalam hal Partisipasi pemilih. Dalam uraian tersebut, dipastikan judul penelitian yakni “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018 di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara”.
1.2. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dibahas di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut ;
1. Bagaimana tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018, di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Faktor-Faktor apa yang menghambat tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018, di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten GorontaloUtara.
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018, di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018, di Kecamatan Gentuma RayaKabupaten Gorontalo Utara.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan pada masyarakat yang ada di Gentuma Raya khususnya dalam hal menetapkan hati dalam hal partisipasi politik.
2. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi politik local khususnya dalam konteks partisipasi politik.

3. Manfaat bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Konsep Partisipasi
2.1.1 Definisi Partisipasi
Partisipasi berasal dari bahasa british yaitu “participation“ kata itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan perasaan dan disertakan atau dalam kegiatan suatu organisasi masyarakat . Partisipasi lebih luas adalkeikutsertaan atau peran serta dan keterlibatan yang berkaitan dengan keadaanlahiriah nya (Sastropoetro 1995 : 12) .
Huntington (1984 : 5) partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah, olehnya indikator dari partisipasi politik tersebut berupa kegiatan bukan sikap-sikap kepercayaan, memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan public, dan dilakukan oleh warga negara biasa.
Rush dan Althoff (2003 : 23) bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan dalam system politik, indikatornuya , berwujud keterlibatan individu dalam system politik, memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.
Herbert Mc Closky dalam Miriam Budiardjo (1994 : 183-184) mengurai Partisipasi dalam Politik merupakan kegiatan sukarela dari public dan warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam alur pemilihan kepala daerah, secara langsung atau tidak langsung dalam prosesi pembuatan regulasi secara umum.
Sementara Kevin R. Hadwich dalam Frank N Magill 1996 mengurai Partisipasi dalam Politik memberi perhatian dan cara warga negaramenyampaikan kepentingannya terhadap pejabat publik agar bisa mewujudkan apa yang diharapkan. Indikator dari hal tersebut adalah terdapat interaksi antar warga negara dengan pemerintah, terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.
Pakar Politik Universitas Indonesia Miriam Budiardjo (1994 : 183) menjelaskan Partisipasi dalam politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik , yakni dengan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung.Faktor-faktor pendukung  partisipasi  politik pemilih pemula dalam pemilihan umum adalah Milbrath dalam Sastroatmodjo (1995: 92) memberikan  empat  alasan  bervariasinya partisipasi politik seseorang. Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath mengatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media massa akan berpengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media massa akan mendorong seseorang secara aktif terlibat dalam politik. Dengan mengikuti secara aktif perkembangan-perkembangan politik melalui media massa, seseorang akan memilikireferensi yang cukup aktual untuk memberikan tanggapan dan akhirnya sebagai bahan dalam partisipasi politiknya. Meskipun demikian dalam Faktor-faktor pendukung partisipasi  politik pemilih pemula dalam pemilihan umum adalah Milbrath dalam Sastroatmodjo (1995: 9) memberikan  empat  alasan  bervariasinya partisipasi politik seseorang. Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath mengatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media massa akan berpengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media massa akan mendorong seseorang secara aktif terlibat dalam politik.
 Dengan mengikuti secara aktif perkembangan-perkembangan politik melalui media massa, seseorang akan memilikireferensi yang cukup aktual untuk memberikan tanggapan dan akhirnya sebagai bahan dalam partisipasi politiknya.  Meskipun demikian dalam mengurai jenjang partisipasi dalam politik oleh masyarakat, Huntington (1994: 16) membedakan dua sub premis: a. Lingkup Seberapa besar partisipasi yang dilakukan atau dengan kata lain seberapa banyak pihak yang terlibat dalam partisipasi. b. Intensitas Seberapa lama dan seberapa penting sebuah partisipasi. Partisipasi politik masyarakat terwujud:
1. Pemilu.
Partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada merupakan suatu bentuk atas partisipasi politik yang paling populis. hanya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah partisipasi dalam politik tak hanya sekedar memilih, namun juga menjadi kandidat, menyumbang untuk kandidat, terlibatdalam kampanye dan segala bentuk tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.
2. Lobbying (Lobi) 
Lobi adalah upaya-upaya perorangan atau kelompok untukmenghubungi eksekutif dan elit politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka mengenai pesoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan Organisasi
 Partisipasi politik sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari Koneksi (contacting) 
Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.
5. Tindak Kekerasan (Violence) 
Merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (huru hara, pemberontakan), atau mengubah sistem politik (revolusi).
Kini setelah membahas tentang definisi dari beberapa ahli, penting untuk melihat Faktor partisipasi dalam politik yang menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menuliskan dua variabel penting dan punya pengaruh yang tinggi rendahnya diperhatikan melalui aspek kesadaran dalam politik terhadap pemerintah (sistem politik). Dalam kesadaran berpolitik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial. Menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program yang terlah dibangun. Dua faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman dalam beroganisasi.
2.1.2 Pengelompokkan dan Model Partisipasi Politik
Partisipasi masyarakat dalam politik selain dilihat dari pengertiannya, juga penting dalam bentuk dan tingkatan hingga dari tipologi dan model. Dari sisi pengelompokkan, partisipasi dalam politik dapat dibedakan menjadi aktif dalam hal ini pelibatan diri (partisan) dan pasif yang berarti ikut serta secara normatif. Dalam kategori partisipasi aktif adalah pengajuan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang diatur dan dibuat pemerintah, mengajukan kritik untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dam memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk kategori partisipasi pasif adalah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah (Ramlan Surbakti, 1992). Partisipasi dalam politik aktif menunjukkan agenda yang orientasinya pada proses input dan output (keluaran) politik, sedangkan partisipasi dalam politik pasif adalah agenda yang orientasinya pada proses output. Selain itu ada anggota masyarakat yang belum masuk dalam kategori partisipasi politik aktif maupun partisipasi politik pasif. Sebagian kelompok ini muncul pada dasarnnya untuk penglihatan mereka yang menganggap publik dan sistem dalam politik yang ada telah menyimpang/bergeser dari apa yang mereka citakan. Mereka sendiri disebut sebagai kelompok apatis atau golongan putih.
Pengelompokan partisipasi dalam politik bisa juga didasarkan pada volume pelaku, yaitu individual dan komunalistik. Partisipasi dalam politik individual ialah kegiatan warga negara secara perseorangan terlibat dalam kehidupan politik. Adapun yang dimaksud partisipasi politik kolektif adalah kegiatan warga negara/ masyarakat secara bersama untuk mempengaruhi pemerintah seperti dalam pemilu. Selanjutnya, partisipasi komunal dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi komunal konvensional seperti dalam pemilu dan partisipasi kolektif nonkonvensional (agresif), seperti pemogokan, pembangkangan (disobedience), anarkis.
2.2 Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di negara Indonesia adalah amanat dari reformasi. Dengan hal tersebut perlunya partisipasi yang kuat dari publik ataumasyarakat secara masif untuk ikut langsung dalam pemilihan tersebut,maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum sekaligus ukuran demokrasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai ukuran dalam berdemokrasi, pilkada bukan hanya untuk memenuhi hasrat mengganti gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofi menuju pada nilai demokrasi yang berjenjang, yaitu membumikan partisipasi, integritas serta akuntabilitas dalam proses secara simultan. Pada era Orde Baru praksis gaya otoriterisme lebih dominan untuk memilih kepala daerah di wilayah tingkat satu provinsi maupun kabupaten/kota. Struktur patrimonial begitu mendominasi siklus politik di dearah, sehingga sangat wajar reformasi dalam sebuah perubahan dituntut paling esensial adalah mengganti praktis otoriterisme dengan mekanisme yang lebih demokratis, yaitu mekanisme pilkada. Hal ini tertulis dalam UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan seperti ‘perselingkuhan’ wakil rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/Walikota/Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi tetapijustrumenyemarakkanpolitik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD-lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidak puasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari UU No.22/1999 digantikan dengan UU No.  32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung.
2.2.1 Demokrasi Lokal
Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dengan struktur kekuasaan yang ada dan meliputi sistim politik sebuah negara bangsa. Sebagai aspek. Yang berarti, akan terdapat sebuah sistem yang terstruktur dari tingkatan nasional hingga daerah yang menggunakan prinsip pemenuhan kebebasan berpendapat dan berkumpul.
Pemilahan demokrasi lokal ini adalah bentuk dari bentuk simetris atas pemerintah pusat, ia tidak terpisah dari tanggung jawab pusat ada struktur kenegaraan yang ada di daerah atau dikenal dengan asas dekonsentrasi. Demokrasi lokal juga bagian dari subsistem politik suatu negara bangsa yang tingkat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi dalam skala lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya bahkan dalam skala terkecil saja demokrasi telah dianut. Pada masa reformasi, demokrasi yang diperjuangkan jelas pada demokrasi partisipatif, karena banyak elit dalam jabatan politik tidak melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh sehingganya legitimasi akan program ke rakyat lemah. 
Diposisi yang lain memunculkan distrust publik pada penguasa atau pemerintah dan mendorong rekrutmen pejabat politik ke arah demorasi langsung. olehnya tidak heran apabila rekrutmen sebagian besar jabatan politik dilaksanakan dalam format demokratisasi yang bermuara pada hubungan state and society secara langsung. Mulai dari pemilihan tingkat DPR RI, DPD RI, dan DPR di Daerah. Lalu dilanjutkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.  Fase demokrasi langsung ini merupakan new era reformasi dalam politik Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan Indonesia. Begitu pula dalam rekrutmen elit politik skala nasional ini merupakan perkembangan transisi demokrasi yang mendapat pengakuan dunia karena keberhasilannya. Sebagai tindak lanjut dari kesuksesan rekrutmen elit poltik dalam tataran demokrasi ini, ditahun 2005 dilakukan proses rekrutmen politik elit di daerah sebagai kelanjutan dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang talah melahirkan pasangan pemimpin politik berbasis legitimasi masyarakat.
Pemilihan   Kepala   daerah   merupakan   proses   demokrasi  yang menyetarakan legitimasi rakyat dengan adanya DPRD yang telah dipilih secara langsung. Demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi momen yang memberikan pertanyaan mendasar dalam teknis pelaksanaannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan demokrasi partisipatoris yang akan dilakukan. Karena, pemberian kedaulatan pada rakyat daerah dan elitnya masih diwarnai ketidakjelasan dan ketidakpastian,  baik  dari  prosdur  kerja  penyelenggara  maupun  peserta  dan posisi pemilihnya. Dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi skala lokal dibangunkan agar mampu memberi skala yang seharusnya diperoleh masyarakat ditingkatan lokal khususnya dalam pemberian legitimasi pada elit yang ada di eksekutifnya. Selama ini rakyat daerah memberikan kedaulatan hanya pada legislatif daerah saja--melalui pemilu legislatif. Maka jika melihat pada konsep trias politika-nya Montesquieu pemisahan kekuasaan atas 3 lembaga negara untuk konteks pemerintahan didaerah ada pada lembaga eksekutif dan legislatif daerah, sementara konsep kerangka yudikatif mempunyai indik pada kelembagan pusat yakni Mahkamah Agung. Bentuk ini terkait dengan pola hubungan pemerintahan pusat daerah dalam asas desentralisasi. Kedaulatan rakyat tersebut dalam kerangka sistem pemerintahan didaerah dibagi kedalam hirarki demokrasi nasional dan lokal dari tata cara rekrutmen politiknya. Kemudian dalam asas Desentralisasi yang merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk berbagi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dekat dengan rakyatnya. Dalam melihat itu Cornelis Lay (2003) mengatakan desentralisasi dalam pengaturan politik dan pemerintahan yang stabil dapat dilakukan. Dengan desentralisasi dapat diimplementasikan sharing of power, sharing of revenue, dan penguatan lokalitas, selain pengakuan serta penghormatan pada identitas kedaerahan. Apalagi, di era reformasi ini yang akan memunculkan pemilu lokal bagi elit ekesekutif secara langsung tentunya akan terjadi penguatan dalam sistem pemerintahandaerah.
Desentralisasi merupakan bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang pada umumnya memiliki dua bentuk yaitu: debvolusi dan dekonsentrasi. Dalam Negara Indonesia kita pernah mengenal asas tugas pembantuan atau sebagai bagian dari desentralisasi. Berdasarkan ranah dalam politik pemerimtahan maka desentralisasi yang berkaitan dengan otonomi penyelengaraan pemerintahan di daerah merupakan devolusi. Sementara dekonsentrasi masih merupakan kepanjangan tangan kebijakan pusat di daerah. Asas desentralisasi ini memberikan peluang bagi daerah untuk dapat mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri walaupun tetap dalam bingkai sistem negara kesatuan dengan ketentuan-ketentuan. Oleh asas ini pula secara garis besar rekrutmen, respons dan akuntabilitas serta integritas dalam politik dapat dilaksanakan pada pemerintahan daerah. Asas desentralisasi membuat hubungan rakyat dan pemerintahan daerah berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Pelibatan pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya merupakan keleleuasaan yang bertujuan untuk pengembangkan demokrasi daerah dan pembangunan daerah yang pada gilirannya mengarah pada kesejahteraan rakyat di wilayah kerja daerahnya. Dalam perjalanannya asas desentralisasi yang berbentuk devolusi telah mengalami perubahan yang cukup fundamental contohnya yang sekarang menjadi isu yang menasional adalah tentang Pilkada baik di daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Dalam sejarah singkatnya berdasarkanUndang-undang no5 tahun 1974 rekrutmen eksekutif daerah berada di legilslatif daerah dengan masih ada intervensi dari pemerintah pusat. selanjutnya undang-undang no 22 tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh legislatif daerah secara mandiri. Perkembangan terkhir undang-undang no 32 tahun 2004 mengatur, pemilihan eksekutif didaerah berdasarkan demokrasi lokal partisipatif, dimana masyarakat yang ada di daerah melakukan pemilihan secara langsung. Sementara itu pelaksana atau penyelenggara pemilu yang berdasarkan dua undang-undang pemerintahan daerah terdahulu berada dalam legislatif daerah, untuk pemilu eksekutif daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2005 ini berada di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dalam konstruksi ini energi desentralisasi telah bergerak dari seputar lingkaran pemerintah pusat dan legislatif daerah ke arah rakyat daerah yang berdaulat. Format ini kembali diatur dalam sebuah prosesi aturan hukum, politik maupun administrasi negara yang baik , oleh karena akan diperhadapkan dengan tingkat kerawanan dan tantangan konflik horizontal yang makin kompleks. Kekalutan atau kegelisahan dalam memaknai desentralisasi secara tersendiri karena pada tahun 2005 terjadi hal yang merugikan asas ini. Terdapat 224 pasangan eksekutif daerah yang akan dipilih langsung, tentunya perlu penanganan yang baik, agar tidak terjadi shifting dari major descentralisation ke arah major deconsentration atau bahkan memunculkan resentralisasi sebagai sisi ekstrim dari desentralisasi. Begitu pula dengan kebijakan publik Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah ini merupakan sebuah produk politik pemerintahan pusat dalambentuk kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik di tingkat nasional pemilu sebagai produk politik berada pada undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilu dan undang-undang no 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden. Sementara pemilihan kepala eksekutif daerah itu berada pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Memang betul kajian kebijakan publik pemerintah pusat melahirkan produk kebijakan yang sudah melalui tahapan resmi setelah menadapat mandat dan dimuat dalam lembaran negara 723 dan tambahan lembaran negara menjadi sah secara hukum positif untuk dilaksanakan. Namun, dalam kerangka sistem politik yang secara mendasar mengarah pada esensi kedaualtan rakyat, hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan yang serius dan krusial. Contohnya, pertanyaan tentang kemandirian penyelenggara pemilu, dan integritas. Hal lain juga kaitan dengan sistem pemerintahan dalam format desentralisasi dan sentralisasi terdapat pertanyaan tentang hasil kebijakan publik yang kontradiktif terutama dalam pertanggungjawaban pelaksana pemilu dalam hal ini KPUD dengan legislatif daerah.
2.3 Kerangka Pemikiran
Dalam merumuskan sebuah pisau analisis, peneliti akan membuat kerangka pemikiran sebagai bagian yang menjadikan sentral analisis untuk membedah permasalahan yang ada. Dalam hal ini menggunakan teori dari Herbert Mc Closkydalam Miriam (1994 : 183-184) yang mengatakan Partisipasi dalam Politik adalah kegiatan atau pagelaran sukarela dari public/ masyarakat melalui cara mereka masing-masing dalam mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pemilihan penguasa, dan pembentuk kebijakan umum.
Dalam konteks seperti ini, berikut adalah kerangka pemikiran yang coba dibuat sebagai gambaran analisis dalam membedah persoalan tentang partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2018 di Kecamatan Gentuma Raya KabupatenGorontalo Utara :
KERANGKA PEMIKIRAN
[image: image4.emf]Partisipasi Politik Masyarakat  Herbert Mc     Closky dalam Miriam (1994 : 183 - 184)     -   Suka rela     -   Secara langsung     -   Secara tidak langsung               -   Dugaan Money Politik    

PROBLEM  -  Rekam Jejak  
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       Kelur ahan/Desa    TPS    L    P    L+P    Disabilitas   

                        

                        

 Gorontalo   Utara   ATINGGOLA  14  28  4157  4047   8204    29   

              

   GENTUMA  11  20  3324  3280   6604    28   

   RAYA         

             

   TOMILITO  10  19  3328  3153   6481    22   

   PONELO  4  12  1373  1365   2738    14   

   KEPULAUAN         

             

   KWANDANG  18  57  9849  9892   19741    54   

   ANGGREK  15  33  5568  5589   11157    27   

   MONANO  10  14  2384  2332   4716    23   

   SUMALATA  10  18  2496  2381   4877    21   

   TIMUR         

             

   SUMALATA  11  25  3833  3629   7462    19   

   BIAU  10  10  1822  1797   3619    12   

   TOLINGGULA  10  21  3475  3319   6794    37   

          

 JUMLAH    123   257   41609  40784   82393   286  

 


[image: image7.emf]  JUMLA  DATA PEMILIH DPT  PENGGUNA HAK PILIH  P RESENTASE PARTISIPASI  

NO  KECAMATA      DPT       

H  DPT + DPPh + A.Tb  DPT + DPPh + A.Tb  LAKI -  PEREMPU  TOTAL  

 N  

  DESA  L  P  TOTAL  L  P  TOTAL  

         LAKI  AN   

           

1  ANGGREK  15  5651  5683  11334  4837  4903  9740  85,60%  86,27%  85,9%  

 

1  ATINGGOLA  14  4199  4090  8289  3678  3655  7333  87,59%  89,36%  88,5%  

 

1  BIAU  10  1839  1815  3654  1598  1587  3185  86,90%  87,44%  87,2%  

 

1  GENTUMA  11  3343  3300  6643  2874  2913  5787  85,97%  88,27%  87,1%  

RAYA  

            

1  KW ANDANG  18  10210  10286  20496  8285  8770  17055  81,15%  85,26%  83,2%  

 

1  MONANO  10  2405  2365  4770  2159  2158  4317  89,77%  91,25%  90,5%  

 

1  PONKEP  4  1379  1382  2761  1240  1266  2506  89,92%  91,61%  90,8%  

 

1  SUMALATA  11  3890  3690  758 0  3317  3219  6536  85,27%  87,24%  86,2%  

 

1  SUMALATA  10  2541  2423  4964  2155  2112  4267  84,81%  87,16%  86,0%  

TIMUR  

            

1  TOLINGGULA  10  3549  3399  6948  3020  2963  5983  85,09%  87,17%  86,1%  

 

1  TOMILITO  10  3355  3193  6548  2811  2808  5619  83,79%  87,94%  85,8%  

 

 JUMLA  123  42.361  41.626  83.987  35.974  36.354  72.328  84,92%  87,33%  86,12%  

 H            
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada kenyataan bahwa Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2018 di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara sangat aktif dan antusias dalam mengikuti perkembangan kontestasi Pilkada.
3.2. Metode Penelitian
3.2.1 Jenis Penelitian

        Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif-deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diselidiki, dimana data, fakta dan informasi ditafsirkan dan dijelaskan secara sistematis
3.2.2 Fokus Penelitian

Dengan tidak adanya fokus penelitian, peneliti akan terperangkap oleh sejumlah besar data yang diperoleh di lapangan. maka fokus penelitian akan memainkan peran penting dalam melihat dan mengarahkan penelitian. Pada saat yang sama, menjadi lebih mudah bagi penulis untuk melakukan studi lapangan dan mendapatkan informasi yang relevan. Dengan demikian, beberapa studi fokus telah digunakan untuk membantu peneliti melakukan studi lapangan dalam menilai partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2018 di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Bagian dari fokus penelitian meliputi: tingkat partisipasi dan faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2018.
3.2.3 Informan

Dalam hal ini informan adalah orang-orang yang dianggap peneliti mengetahui dan mengerti masalah yang diteliti. Dalam penelitian yang berkaitan dengan Partisipasi Politik masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.


Berikut daftar informan yang akan dihubungi peneliti:

1. Camat Gentuma Raya (imran dunggilato )
2. Tokoh Masyarakat (Sirajudin djiuwa)
3. Penyelenggara Pilkada (Ronald mapalie)
4. Anggota Legislatif (Dedi Dunggio)
5. Tokoh Politik ( Moh Taufik said)
6. Fadli Bukoting( Staf Teknis Bawaslu Provinsi Gorontalo)

3.2.4 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer Yaitu, data diperoleh dengan teknik observasi langsung pada objek atau wawancara langsung informan.

2. Data sekunder Data yang diperoleh melalui studi heritage adalah pengambilan data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi dan undang-undang, dokumen yang ada, dan berbagai teknik pengumpulan data penting lainnya.
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang akurat, relevan, dan bertanggung jawab. , penulis menggunakan teknik yang berbeda dalam pengumpulan data karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Konservasi, yaitu kondisi dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Wawancara adalah percakapan antara pencari infoemasi dan nara sumber dengan tujuan mencari dan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

3. literatur Studi, yaitu dengan membaca buku, dokumen, undang-undang dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo Populasi dan pencatatan sipil.
3.2.6 Teknik Analisis Data
Menurutt Sugiyonoo(2008: 246), analisiss data dilakukanndalam penelitiannkualitatif, dilakukannpada saatppengumpulans data,ndan setelahhpengumpulan datahtelah selesaifpada periodeetertentu. Padaasaat wawancara, penelitiimembuat analisissdari jawabannyang akanndiwawancarai.

Jikaajawaban yangddiwawancarai tidakmmemuaskan setelahaanalisis, penyelidikaakan, sampai batasstertentu, mendapatkannkembali pertanyaanddari data yanggdianggap kredibel. Milles dan Hubberman dalam Sugiyono (2008: 246) mengungkapkannbahwa analisissdata kualitatiffdilakukan secarafinteraktif dan terus menerusfhingga selesai, sehinggaadata tersebutssudah jenuh. Penelitian ini menggunakannteknik analisisddata menggunakandmodel interaktif,ttermasuk langkah-langkahhberikut: reduksi data, presentasi data, inferensi, danvverifikasi (Miles dan Hubberman, 1992: 16-20).

1. Pengurangan data, Ini adalahpproses penelitian yanggmemfokuskan penelitian padadpenyederhanaan, abstrakfdan transformasiddata "mentah" yang dihasilkanddari catatangtertulis di lapangan. Penguranganddata berlanjutdsepanjang penelitian. Secaradteknis, dalam kegiatandreduksi data ini,sdata yang dikumpulkanddari situsdpenelitian akanfdisusun menjadi “matriks analisis data”, yang meliputieelemen fokusppenelitian, substansi data, kategoriddata, danmmakna.

2. Penyajianndata, setelahddata dikurangi, langkahhselanjutnya adalah menyajikanddata. Presentasi datadadalah kumpulanginformasi yang menyediakanmkemampuan untukmmenarik kesimpulanddan menarik tindakan. Dalammpenelitian kualitatif, penyajianddata dalammsuatu bentukddapat dilakukanddeskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagrammalir dan sejenisnya. Dalammpenelitian ini, datamyang disusun dalammmatriks analisisddata secara teknisddisajikan dalam bentukmteks naratif.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan bagian dari satu aktivitas konfigurasi lengkap. Kesimpulan juga diverifikasi selama investigasi.

Secara teknis,pproses menggambarmkesimpulan dalammpenelitian ini akan dilakukanddengan membahasddata empirisddari temuan di lapanganddengan teori yangddikumpulkan didbagian tinjauanppustaka daripproposal penelitianmini, atau teoridlain yanggrelevan denganmmasalah penelitianmitu akandditemukan nanti. Verifikasiddata dalammpenelitian iniddilakukan terusmmenerus selama prosesppenelitian. Sejak awalbbidang dan selamappengumpulan data, peneliti telahmmenganalisis danmmencari maknaddari data yangddikumpulkan, yaitu denganmmencari pola, tema, hubunganppersamaan, hal-hal yanggsering terjadi, dll, yangddiuraikan dalammkesimpulan yangmmasih pendahuluanndan mengandungginterpretasissendiri.
3.2.7  Reduksi Data
Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menajamkan , menggolongkan , mengarahkan, membuang yang tidak perlu , dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan langkah sebagai berikut.
a. Mengecek nama dan kelengkapan identitas informan dan mengecek sejauh mana kelengkapan infiormasi data yang bdiberikan.
b. Mengecek kelengkapan instrument (daftar pertanyaan) sesuai dengan  indicator Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada 2018 di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.
c. Penyajian Data
Dari sajian data, Peneliti menggabungkan informasi yang tersusun, serta memberikan dasar kepada peneliti untuk melakukan suatu kajian dan pengambilan kesimpulan. Sajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang telah diolah dalam suatu bentuk yang terpadu dan komperhensif sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan kesimpulan dengan baik dan benar.
3.2.8
Menarik Kesimpulan/Verifikasi
Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari struktur yang utuh. Kesimpulan juga diferivikasi oleh peneliti selama penelitian sedang berlangsung, verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti, tinjauan ulang catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
Tiga hal utama merupakan komponen analisis yaitu reduksi data , penyajian data dam penarikan kesimpulan. Hal ini suatu yang saling terkait pada saat sebelumnya, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis.Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatuproses siklus dan interaktif , dapat dilihat gambar berikut ini :
Gambar 1 . Model analisis Interaktif
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	Penyajian Data


Penarikan Kesimpulan

Sumber : Miles dan Huberman (2007 :20)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gentuma Raya adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Sebagai sebuah Kabupaten yang resmi berdiri berdasar Undang-undang No 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga Kabupaten Gorontalo. Kabupaten GorontaloUtara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 104.133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km² (data SP 2010, sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/km².
Setelah berhasil menjadi daerah otonom Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai pejabat sementara yakni, Hamdan Datungsolang yang setelah itu di tahun 2007 meggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pertama kali hingga kali ke tiga di tahun 2018.
4.1.1. Kondisi Masyarakat
Kondisi Masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara per 2018/2019 tercatat sebanyak 10260 jiwa yang terbagi dalam 11 Desa. Masing-masing penduduk Kecamatan GentumaRaya bermata pencaharian sebagai Petani dan Nelayan, masing-masing Petani 55% dan Nelayan 32 %. Kondisi ini simetris dengan jenjang Pendidikan masyarakat Gentuma raya yang menurut BPS didominasi pada lulusan Sekolah Dasar (SD). Dari beberapa data kondisi masyarakat tersebut, masyarakat Gentuma Raya hidup rukun dan tidak pernah bertikai dalam hal perbedaan pilihan politik maupun dalam persinggunggan agama-agama. Dalam beragama pun masyarakat Gentuma Raya sangat toleran, walaupun persentasi penduduk muslim lebih dari 80%, Mayoritas masyarakat muslim sangat menghargai perbedaan dan peribadatan agama lain.
4.1.2 Karakteristik Responden
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden diperoleh gambaran terkait dengan posisi strategis yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang dalam hal ini dinilai tingkat partisipasinya. Beberapa responden yang di wawancarai oleh peneliti diantaranya ;
1. Camat Gentuma Raya (Imran Dunggilato )
2. Tokoh Masyarakat (Sirajudin Djiuwa)
3. Penyelenggara Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara (Ronald Mapalie)
4. Anggota Legislatif (Dedi Dunggio)
5. Tokoh Politik (Moh Taufik Said)
6. Staf Bawaslu Provinsi Gorontalo (Fadli Bukoting )
Imran Dunggilato, selaku Camat Gentuma Raya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berumur 56 Tahun yang mempunyai kapasitas menurut peneliti sebagai aparatur yang melihat secara langsung bagaimana antusias masyarakat Kecamatan Gentuma Raya dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

Berikutnya Sirajudin Djiuwa Sebagai Tokoh Masyarakat Kecamatan beliau mengikuti perkembangan dari jalannya tahapan dan Pilkada tahun 2018 khususnya di Kecamatan Gentuma Raya. Banyak hal yang bisa di gali dari beliau khususnya pada pergolakan dan dinamika dukungan politik yang ada pada saat itu. Konstruksi ini menurut peneliti penting untuk dilihat oleh karena yang dilihat tidak hanya jumlah pemilih atau partisipan secara jumlah tetapi lebih pada fenomena yang terjadi pada proses Pilkada tahun 2018. 

Berikutnya adalah Ronald Mapaliey yang merupakan Penyelennggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gorontalo Utara, pria usia 36 tahun ini adalah seorang yang terlibat secara tidak langsung dalam dinamika Pilkada 2018. Dalam wawancara yang dilakukan responden banyak membeberkan beberapa fakta yang unik dalam hal konsolidasi politik calon.

Kedua Responden terakhir adalah Politisi partai NASDEM Dedy Dunggio sekaligus menduduki kursi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilu 2019. Sebagai mantan timses dari Pilkada 2018, beliau memaparkan dukungan yang pada saat itu menjadi semangat partisipasi masyarakat khususnya yang ada di Gentuma Raya. 

Begitu pula tokoh politik Muh Taufik Said, peran yang kurang lebih sama tersebut dianggap peneliti adalah sesuatu yang penting untuk digali dan didapatkan benang merah atas partisipasi Politik masyarakat pada Pilkada tahun 2018.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan narasumber pertama Camat Gentuma Raya terlihat bahawa menurutnya tingkat partisipasi masyarakat sangat baik bahkan menurutnya telah mencapai 90%, olehnya menurutnya sosialisasi penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu telah berhasil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tetapi memang ada faktor yang membuat partisipasi ini terganggu dalam hal semangatnya yakni Money Politic. Menurut Camat ketika ada calon yang memberi uang tetap diambil oleh masyarakat tetapi tidak akan mereka pilih. Sikap ini adalah sebuah inkonsistensi dengan semangat partisipasi masayrakat, olehnya Camat mengatakan bahwa ini adalah bentuk pelajaran bahwa uang bukannlah segalanya. 

“tingkat partisipasi masyarakat telah mencapai 90%, oleh karena antusias masyarakat dalam pesta demokrasi lokal. Pada pilkada kali ini memang mengalami kenaikan dalam hal partisipasi masyarakat dibandingkan tahun-tahun kemarin, hanya memang isu politik uang kerap terjadi dan membuat pemilih menjadi pragmatis, hal ini tentu saja harus dicegah dan ditindaki. Disini hal yang menarik bahwa yang menawarkan politik uang itu diambil oleh masyarakat tetapi calonnya tidak dipilih”
Dari  hal tersebut pula menurutnya penting untuk penyelengara pemilu khususnya Bawaslu untuk tidak hanya mencegah tetapi juga menindak secara tegas ketika ada praktek money politik yang terjadi. Hal ini untuk bisa menekan arus money politik yang memang telah menjadi budaya di hampir semua kontestasi pemilihan, baik oitu legislatif maupun kepala daerah.

Senada dengan Camat Gentuma Raya, Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang berhasil diwawancari yakni bapak Ronald Mapaliey mengatakan bahwa partisipasi politik disesuaikan dengan money politic di setiap wilayah, olehnya menurutnya siapapun pemimpin jikalau dipilih karena money politik jelas tidak akan membuat daerah akan maju dan berkembang malah hanya akan memikirkan bagaimana modal politik itu kembali. Olehnya penting upaya dari penyelenggara untuk bisa bertindak tegas atas masalah money politic ini, karena nantinya ketika ini dibiarkan imbasnya pasti pada masyarakat yang tidak akan mendapat akses program yang bermanfaat , seperti pelayanan kesehatan , Pendidikan , dan bantuan-bantuan UMKM yang dibutuhkan masyarakat.
“dalam kasus Pilkada 2018 saya kira praktek money politik juga terjadi, bahkan disesuaikan dengan wilayah masing-masing, ya walaupun relatif sama tetapi hal ini bisa saja berpengaruh pada peningkatan hasil partisipasi tetapi sangat berbeda dengan  motif partisipasi tersebut, kemudian dari elit politik hal ini tentu saja akan membuat dirinya berfikir untuk mengembalikan modal politiknya oleh karena biaya yang cukup banyak yang digelontorkan pada pilkada tersebut dan berimbas pada instablitas program-program yang akan disusunnya”.

Salah satu tokoh Masyarakat Kecamtan Gentuma Raya yakni Sirajudin Djiuwa yang sempat juga diwawancarai peneliti mengatakan bahwa dalam perhelatan Pilkada partisipasi masyarakat sangat kuat oleh karena momentumnya telah dinanti sejak jauh sebelumnya, karena upaya untuk menggaet dukungan baik dari pasangan calon maupun masyarakat telah berkembang dan menjadi semacam kekuatan untuk membentuk tim pemenangan. Tetapi sayangnya pegelompokkan dukungan tersebut hanya terikat dengan faktor finansial yang mengalami peningkatan hampir setiap perhelatan. Masalah ini telah menjadi masalah bawaan yang memang sulit untuk dihindari karena juga kehidupan masyarakat yang miskin.
“partisipasi masyarakat sangat masif dalam hal Pilkada 2018. Hal ini menjadikan ruang bagi warga Pendidikan politik tersendiri, tetapi memang partisipasi tersebut menyebabkan pengelompokkan masyarakat yang seringkali terikat dengan faktor finansial. Hal ini seakan menjadi budaya yang sulit untuk dihindari karena kemungkinan faktor kemiskinan yang melanda”

Peneliti mencoba untuk mewawancarai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) yakni Dedi Dunggio, ia mengatakan bahwa Money Politik adalah permasalah yang relatife. Menurutnya apa yang diberikan dalam perkembangan Pilkada maupun Pileg lebih pada akomodasi kampanye atau cost politik yang harus dikeluarkan misalnya dalam pemasangan baliho, tidak mungkin yang memasang tidak akan dibayar, juga ketika kita mengundang orang, biasanya transpornya dibayar duluan. Hal-hal seperti ini yang memang perlu dipahami.

Money Politik menurutnya punya unsur menjanjikan. Tetapi pula ia tidak membenarkan ketika ada politisi yangsengaja membuat definisi yang tidak objektif terkait biaya politik. Menurutnya ada juga yang sengaja mempraktekkan Money Politik tetapi ia mengatakan itu hanya biaya politik. Hal ini saya kira juga tidak bisa dibenarkan. Terkait dengan konteks pilkada, Dedy mengatakan bahwa tergantung definisi yang elit politik katakan, menurutnya sebagai salah satu tim, money politik tidak terjadi. Hanya biaya-biaya politik yang memang harus dikeluarkan. Seperti pembuatan baliho, kue, dll.

“Saya kira banyaknya dana dalam perhelatan Pilkada maupun Pileg lebih pada cost politik atau akomodasi yang harus disiapkan. Misalnya ketika kita menyuruh orang memasang baliho kan kita harus memberikan uang atau transport ketika kita mengundang orang. Tetapi memang menurutnya ada juga politisi yang sengaja memanfaatkan hal tersebut untuk menarik simpati dan mendapatkan suara. Tentu tergantung konteksnya” 

Tidak seperti Dedy dunggio, tokoh politik Moh. Taufik Said yang juga berhasil diwawancarai mengatakan praktek money politik memang sering terjadi disetiap perhelatan, baik pilkada maupun pileg. Hanya memang sulit dibuktikan oleh karena motif dari politisi berbeda-beda. Tetapi hal ini ia pikir bisa ditindak tegas oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu setempat. Karena sama dengan responden lainnya faktor kemiskinan dan Pendidikan politik pada masyarakat masih sangat minim, apalagi mereka yang hanya mengenyam Pendidikan dasar pasti tidak mengetahui terkait dengan money politik.

“Money Politik dalam perhelatan Pilkada maupun Pileg sudah lumbrah terjadi. Hanya memang diakui sulit untuk dibuktikan, olehnya saya berharap pada penyelenggara khususnya Bawaslu harus mampu membongkar dan lebih giat dalam menindak praktek-praktek curang tersebut.“

Hal ini ditakutkan terkena dampak dari ancaman hukuman pidana pemilu, padahal mereka tidak tau apa-apa. Kita tau bersama bahwa undang-undang Pilkada sangat tegas mengatur sangsi atas money politik. Tidak hanya elit atau oknum timses yang menaggung resiko pidananya tetapi juga masyarakat yang diberi uang tersebut. Menurtunya edukasi publik penting dilakukan guna meminimalisir praktek moneypolitik yang terjadi.

Terakhir peneliti mencoba mewawancarai Staf Teknis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo Fadli Bukoting. Dalam keterangannya ia mengatakan bahwa penindakan dari Bawaslu telah dilakukan apabila ada temuan maupun laporan. Hal ini ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi sebelum penindakan. Bawaslu juga banyak melakukan upaya-upaya pencegahan melalui surat resmi dan sosialisasi pada masyarakat. Bahkan Bawaslu menggandeng organisasi masyarakat dan mahasiswa untuk menjadi partner Bawaslu demi peningkatan Pemilu maupun Pilkada yang berkualitas.

“Bawaslu telah melakukan upaya yang maksimal dalam rangka partisipasi masyarakat, khususnya dengan memberikan sosialisasi tentang politik uang juga pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal lain juga telah mengajak organisasi masyarakat dan mahasiswa untuksama-sama menjadi pemantau pemilu agar memastikan perhelatan pesta demokrasi berjalan lancar. Tetapi memang banyak motif-motif politik uang yang harus diperhatikan masyarakat. Hal ini penting agar terhindar dari kasus-kasus tersebut”

Dari hasil wawancara di atas teori Herbert Mc Closky dalam Miriam yang juga telah disentil diawal pemabahasan , mengklasifikasikan partisipasi politik masyarakatdalam tiga hal yakni suka rela, yang berarti masyarakat memang mempunyai kesadaran yang tanpa tendensi apa-apa dalam melakukan partisipasi politiknya. Kedua, secara langsung, yang merupakan dukungan atas partisipasi yang sengaja dilakukan oleh warga. Hal ini lebih pada posisi warga tersebut adalah tim sukses atau simpatisan partai, bahkan bisa dikatakan kader partai. Tetapi partisipasi secara langsung ini mempunyai indikasi ketidak murnian dalam mendukung, maksudnya adalah dukungan dan partisipasinya mempunyai misi, baik itu jangka pendek, Panjang atau menengah. Dan yang teakhir adalah tidak secara langsung. Definisi yang terakhir ini mempunyai arti bahwa masyarakat memang telah memilih keterkaitan emosional dengan elit politik, hanya mereka cenderung merasakan bahwa sang elit punya program yang sebelumya telah dirasakan masyara kat. Partisipasi ini biasanya terpatri pada elit yang posisinya sebagai petahana. Olehnya dalam melihat secara komperhensif masyarakat Kecamatan Gentuma Raya lebih pada partisipasi tidak langsung, oleh karena pada pilkada 2018 petahana menang dengan jumlah partisipasi politik yang tinggi. yang menarik memang dalam hal rekam jejak petahana mempunyai program -program pro rakyat seperti bantuan UMKM bagi para pedagang kecil. Bantuan dalam hal kapal ikan juga kerap diberikan untuk para nelayan di Kawasan Gentuma Raya. Terlepas dari rekam jejak tersebut menurut beberapa responden yang diwawancarai diatas indikasi money politik itu terjadi oleh karena definisi yang jelas sebagaimana diungkapankan anggota legislatifmemangsangat abstrak. Ada yang mengatakan hal tersebut hanya biaya politik, ada pula yang mengatakan itu adalah money politik.

Olehnya menurut peneliti, indikasi money politik memang terjadi oleh karena sebagaian besar responden telah mengatakan hal tersebut. Juga dilihat dari grafik kemiskinan yang stagnan pada 5%. Hal lain pula berdasarkan observasi dilapangan masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan olehnya rentan jika dalammomen pilkada terkena imbas money politik.
4.2.1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Gentuma Raya

Jikalau kita melihat secara komperhensif tingkat partisipasi politik  masyarakat yang mencapai 90%, perlu juga kita melihat daftar DPT perkecamatan khususnya yang ada di Kecamatan Gentuma raya yang berhasil [image: image10.png]


peneliti temukan di Bawaslu Provinsi Gorontalo, 
Sumber : Bawaslu Provinsi Gorontalo 2018
Setelah melihat data DPT yang ada di setiap Kecamatan khusunya di Kecamatan Gentuma Raya, kini berikut persentasi Partisipasi Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara pada Pilkada 2018.
Presentase Partisipasi Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018
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Sumber ; KPU Gorontalo Utara 2018
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Gentuma Raya pada dasarnya sudah baik, hal ini dilihat dari data yang dikumpulkan peneliti dari KPU Kabupatenterbalik dengan potensi money politik di Kabupaten Gorontalo Utara yang tercatat terbanyak penanganannnya di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Olehnya kemudian dalam konteks tersebut partisipasi politik dalam hal ini dalam tahapan Pilkada 2018 telah mencapai 98% , baik itu mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, kampanye, pemilihan hingga penetapan pasangan calon. Partisipasi ini juga terlihat karena potensi calon yang maju dalam perheletan pilkada adalah orang-orang yang punya program yang baik dan mampu menarik simpati rakyat. Dalam konstruksi demikian terlihat bahwa Kabupaten Gorontalo Utara khususnya Kecamatan Gentuma Raya dipastikan akan terus mampu menaikkan tingkat partisipasinya. Akan tetapi faktor penghambat partisipasi politik adalah adanya potensi money politic yang mengganggu partisipasi yang benar-benar melihat dari program yang ditawarkan.
Dari persentasi Tabel diatas memang terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat, hal ini oleh karena upaya -upaya yang dilakukan oleh KPU seperti gencar mensosialisasikan tahapan Pilkada pada masyarakat . hal ini dinilai optimal oleh karena ketika masyarakat mengetahui tahap-tahap dalam sebuah kontestasi otomatis  psikologi mereka tertarik pada keingintahuannya. Apalagi pelaksanaan Pilkada langsung ada adalah pesta demokrasi yang melibatkan banyak orang terutama masyarakat pada umumnya. Di Kabupaten Gorontalo Utara  khususnya di Kecamatan Gentuma hal ini gencar dilakukan dalam hal ini KPU Gorontalo Utara serta Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini terlihat dari tabel yang telah tertera oleh hasil rekapitulasi partisipasi masyarakat yang ada. 
Dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang melewati 10 Tahapan diantaranya perencanaan program dan anggaran, hal ini meliputi penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setelah itu disusul dengan pengelolaan program dan anggaran tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini tentunya akan memperhatikan PKPU yang telah disusun. Pada tahapan ketiga adalah tentang sosialisasi pada masyarakat. Konsep sosialisasi ini oleh KPU dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis, Penyuluhan yang lebih diberikan pada struktur penyelenggara Adhoc dilapangan seperti PPK, PPS, PPDP, dan KPPS. Mereka yang akan menjadi penghubung dan bagian dari KPU untuk bisa mensosialisasikan pada masyarakat. Tetapi disamping itu KPU telah membuat semacam pamphlet berisi kampanye agar masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada. Oleh karena momentum memilih pemimpin adalah hak setiap warga negara. 
5.2. Saran
Saran yang pertama adalah partisipasi politik masyarakat khususnya yang ada di Gentuma raya harus dimaksimalkan dalam hal sosialisasi menjadi pemilih yang rasional, atau yang mampu memilih pemimpin yang tidak menawarkan uang atausejenisnya bagi pemilih.Dalam konteks seperti ini akan terbentuk sebuah kepribadian pemilih yang baik dan akan melihat program secara masif oleh para calo pemimpin kedepan.
Hal lain juga adalah bagi penyelenggara pemilu perlu untuk mengandeng tokoh adat dan agama dalam hal melaksanakan sosialisasi untuk para wajib pilih. Hal ini penting agar kemudian tingkat kesadaran masyarakat dalam hal memilih calon pemimpin lebih cermat dan terhindar dari money politic.
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E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2069/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/1/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Camat Gentumaraya
di,-

Kab. Gorontalo Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal /
Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Rifal H. Alamri

NIM : S2114081

Fakultas . Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Kecamatan Gentumaraya, Kab. Gorontalo Utara

Judul Penelitian : PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA
2018 DI KECAMATAN GENTUMARAYA, KABUPATEN
GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 29»\Januari 2020
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REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 138/K.GR/19.4/1/2020

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor :
2069/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/1/2020 Tanggal 29 Januari 2020, -Tentang Permohonan Izin
Penelitian, maka dengan ini Camat Gentuma Raya Merekomendasikan kepada :

Nama . RIFAL H. ALAMRI

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM © S2114081

Asal Universitas/Prodi . Universitas Ichsan Gorontalo/Ilmu Pemerintahan

Untuk : Melakukan Penelitian Penyusunan Skripsi (SI)

Judul Penelitian : Partisipasi Politikk Masyarakat Dalam A PILKADA 2018 di
Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

Lokasi Penelitian : Kecamatan Gentuma Raya

Waktu Penelitian : 29 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020

Dengan Ketentuan dalam Melaksanakan Penelitian harus mentaati hal-hal sebagai berikut :

i 12

2.

8

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat dan tempat yang
menjadi Obyek Penelitian;

Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul
penelitian;

Menjaga keamanan dan ketertiban sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat
setempat;

Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan
pemerintah setempat;

Kepada Pemerintah Desa yang berkenaan dengan Objek Penelitian kiranya dapat memfasilitasi
dan memberikan bantuan seperlunya sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan;

Apabila surat rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai,
perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon;

Setelah pelaksanaan penelitian hasil kajian diserahkan 1 (Satu) Eksemplar kepada Pemerintah
Kecamatan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaannya;

Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata
pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 0231/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN - 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RIFAL H. ALAMRI

NIM : $2114081

Program Studi . llmu Pemerintahan (S1)

Fakultas . Fakultas llmu Sosial Dan lImu Politik

Judul Skripsi : Partisipasi politk masyarakat dalam pilkada 2018 di

kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk
judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No.
237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat
Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy
skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format
penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi
tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2020
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Sunarto Taliki. M.Kom
NIDN. 0906058301
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